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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa
pengaturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013
tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ditinjau dari
tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen masih
belum optimal, karena tidak diaturnya mengenai jangka waktu
pemberian tanggapan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari aduan yang
telah disampaikan Konsumen dalam peraturan tersebut. Pengaturan
mengenai jangka waktu tersebut dapat ditemukan di dalam aturan
Internal Otoritas Jasa Keuangan yakni berdasarkan Peraturan Dewan
Komisioner (PDK). Peraturan Dewan Komisioner (PDK) merupakan
aturan yang tidak berlaku secara publik atau tidak dipublikasi terhadap
masyarakat, sehingga dampak yang timbul dari tidak diaturnya jangka
waktu tersebut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan yakni tidak tercapainya hak Konsumen untuk memperoleh
kenyamanan dan kepastian informasi mengenai tindak lanjut atas
aduan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk
penyelesaian sengketa Konsumen. Tidak tercapainya hak tersebut
menyebabkan menurunnya tingkat kerpercayaan Konsumen terhadap

Otoritas Jasa Keuangan sebagai institusi atau lembaga yang memiliki
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tujuan untuk melindungi kepentingan Konsumen di sektor jasa
keuangan.

. Saran

Setelah mengambil kesimpulan selanjutnya akan diberikan saran
bahwa Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan tanggapan
mengenai aduan yang diberikan oleh Konsumen alangkah lebih
baiknya dibuat pengaturan yang jelas mengenai jangka waktu Otoritas
Jasa Keuangan menanggapi aduan Konsumen. Hal tersebut disebabkan
apabila aturan tersebut tidak dibuat secara jelas maupun tidak
terpublikasi kepada masyarakat, Konsumen yang melakukan
pengaduan akan merasa bahwa aduan yang mereka buat itu mandek
ataupun tidak diproses oleh Otoritas Jasa Keuangan, selain itu
kepercayaan Konsumen terhadap Otoritas Jasa Keuangan maupun
Lembaga Jasa Keuangan akan menurun. Apabila hal ini dibiarkan
maka akan berdampak buruk pada citra dari Otoritas Jasa Keuangan
sebagai institusi/lembaga yang memiliki tujuan untuk melindungi

kepentingan Konsumen di sektor jasa Keuangan.
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